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ABSTRACT 
The aim of the research is to determine the effect of tax sanctions, taxpayer awareness, and 

tax service quality on individual taxpayer tax return reporting compliance (Study on employees 
of Bank BTN Syariah KCS Semarang). The population of this study consisted of 126 
respondents and used a saturated sample. The data collection technique uses print media in the 
form of a questionnaire distributed to employees of Bank BTN Syariah KCS Semarang. Data 
analysis uses descriptive statistical tests, validity & reliability tests, classical assumption tests, 
multiple linear regression tests, model tests and hypothesis tests. The results of the research prove 
that tax sanctions and the quality of tax services influence taxpayer compliance, while taxpayer 
awareness does not influence taxpayer compliance. 
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ABSTRAK 
Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan, kesadaran WP, 

dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan pelaporan SPT WP orang pribadi 
(Studi pada karyawan Bank BTN Syariah KCS Semarang). Populasi penelitian ini 
berjumlah 126 responden dan menggunakan sampel jenuh. Teknik mengumpulkan 
data menggunakan media cetak berupa kuesioner yang disebarkan pada karyawan 
Bank BTN Syariah KCS Semarang. Analisis data menggunakan uji statistik 
deskriptif, uji validitas & reabilitas, uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, uji 
model serta uji hipotesis. Hasil dalam penelitian membuktikan bahwa sanksi 
perpajakan dan kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan WP, 
sedangkan kesadaran WP tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WP.  
 

Kata Kunci: Sanksi Perpajakan, Kesadaran WP, Kualitas Pelayanan Pajak  

 

 

PENDAHULUAN 
Indonesia merupakan negara berkembang dengan lautan yang sangat luas dan 

memiliki berbagai macam potensi. Potensi yang dimiliki Indonesia menjadikan 
Indonesia berpotensi menjadi negara yang maju. Potensi yang dimiliki Indonesia 
berdampak pada sumber pendanaan negara. Salah satu sumber potensi pendapatan 
pemerintah adalah pajak. Pajak adalah sumber dana yang diterima oleh negara yang 
digunakan pemerintah untuk pembangunan rakyat (Devandi et al., 2020). Peranan 
penting dalam pajak sebagai sumber penerimaan negara untuk mengatur kebijakan 
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pemerintah (Aman & Durya, 2022). Penerimaan dari sumber dana pajak digunakan 
pemerintah untuk pembangunan negara. Hal ini akan terwujud jika wajib pajak 
(WP) meningkat kesadarannya serta membayar kewajibannya secara patuh dan 
tertib (Kadar & Yunita, 2020). Penelitian ini merupakan replika dari penelitian 
terdahulu Nafiah et al., (2021). Perbedaan dari penelitian ini terdapat pada objek 
pengamatan. Penelitian ini dilakukan pada Bank BTN Syariah KCS Semarang, 
sedangkan pada penelitian terdahulu dilakukan pada KPP Pratama Pati.  

Tabel 1. Kepatuhan WP dalam Pelaporan SPT Tahun 2020 – 2022 
Tahun  WP Terdaftar  SPT Tahunan 

Disampaikan 

Kepatuhan 

Pelaporan SPT 

2020 19 juta 14,755 juta 77,63% 

2021 19.007 juta 15,490 juta 84,07 % 

2022 19.443 juta 15,8 juta 83,2% 

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak, 2023  
Berdasarkan tabel diatas terdapat pelaporan SPT tahun 2020 - 2022. Pada tahun 

2022 mengalami penurunan sebesar 0,87 % dibadingkan dengan tahun 2021. 

Fenomena penurunan kepatuhan WP ini menarik untuk dikaji lebih lanjut.  
Kepatuhan WP adalah sebuah perilaku seorang WP menaati dan mematuhi 
kewajibannya sebagaimana diatur dalam perundang-undang (Atarwaman, 2020). 
Sanksi, kesadaran dan kualitas pelayanan WP ialah aspek-aspek kepatuhan wajib 
pajak (Atarwaman, 2020). WP melaksanakan kewajiban pajak dan mengikuti semua 
aturan yang berlaku, maka target yang telah ditentukan oleh pemerintahan dapat 
tercapai, sedangkan yang melanggar kewajibannya dapat menyebabkan pemerintah 
kekurangan penerimaan pajak (Nafiah et al., 2021).  

Sanksi perpajakan merupakan cara untuk mendorong WP agar tidak melanggar 
pajak (Yoga & Dewi, 2022). WP akan memenuhi kewajiban secara tertib dan 
mematuhi peraturan yang berlaku, apabila petugas pajak dan pemerintah tegas 
dalam memberikan sanksi bagi orang yang melanggar (Putri & Setiawan, 2017). 
Sanksi perpajakan dapat terjadi karena adanya pelanggaran WP yang tidak 
mematuhi peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan pemerintah 
(Susanto et al., 2023).  Menurut penelitian Nafiah et al., (2021), Suryani & Rahmah 

(2020), Yoga & Dewi (2022) sanksi perpajakan berpengaruh kepada kepatuhan WP, 
namun menurut Natalia & Riswandari (2021) sanksi perpajakan tidak 
mempengaruhi kepatuhan WP. 

Kesadaran WP ialah kesadaran diri sendiri yang tidak dipaksa dari pihak lain 
untuk memenuhi pajak (Noviyanti & Febrianti, 2021). WP akan melaksanakan 
kewajibannya secara tidak terpaksa, sukarela, dan mempunyai inisiatif dalam diri 
sendiri untuk membayar pajak. Hal ini menunjukan bentuk praktik baik dari seorang 
WP untuk memenuhi dan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku 
(Noviyanti & Febrianti, 2021). Berdasarkan peneliti Nafiah et al., (2021) 
menunjukkan kesadaran wajib pajak mempengaruhi kepatuhan WP, namun 
menurut Noviyanti & Febrianti (2021) membuktikan  kesadaran WP tidak 
mempengaruhi kepatuhan WP. 

Kualitas pelayanan pajak ditujukan untuk memberikan pelayanan kepada WP 
dengan cepat, tepat, baik dan ramah (Suryani & Rahmah,  2020). Dengan adanya 
pelayanan pajak yang ramah, serta kualitas yang baik kepada WP memberikan 

kepuasan kepada seorang WP (Nafiah et al., 2021). Menurut Noviyanti & Febrianti 
(2021), Imelda & Wibowo (2022) menunjukkan kualitas pelayanan pajak  
berpengaruh kepada kepatuhan WP, sedangkan Afriani & Budiasih (2020) 
membuktikan kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh kepada kepatuhan WP. 

Pelayanan pajak secara online dapat meningkatkan kepatuhan WP saat 
melaporkan SPT. Kualitas pelayanan pajak kepada karyawan Bank BTN Syariah 
KCS Semarang dapat dicerminkan melalui kualitas website djp terkait dengan 
pengisian SPT. Pelayanan pajak yang diberikan pemerintah melaui website djp dapat 
mempermudah pelaksanaan kewajiban perpajakan. Tujuannya ialah untuk 
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mengetahui pengaruh sanksi perpajakan, kesadaran WP, dan kualitas pelayanan 
pajak terhadap kepatuhan pelaporan SPT WP orang pribadi pada karyawan Bank 
BTN Syariah KCS Semarang.  

Teori atribusi diciptakan oleh Heider (1958) terkait dengan penelitian ini 
menjelaskan tentang perilaku seorang WP dalam melaksanakan kewajiban 
perpajakan. Teori ini membahas mengenai perilaku seorang WP yang dapat dibagi 
menjadi dua: fakor internal yaitu kesadaran seorang wajib pajak dalam memenuhi 
kewajibannya, sedangkan faktor eksternal ialah sanksi perpajakan dan kualitas 
pelayanan pajak yang baik kepada seorang WP. Bagi WP yang melanggar 
kewajibannya akan diberikan sanksi oleh petugas yang berwajib untuk 
mempengaruhi persepsi wajib pajak tentang sikap mereka dan pengaruh tindakan 
untuk memenuhi kewajiban perpajakan (Setiadi & Wulandari, 2023). 

Perilaku secara internal merupakan perilaku yang dapat dikendalikan dengan 
perilaku dalam diri sendiri dan perilaku eksternal merupakan perilaku yang 
dipengaruhi oleh pihak luar (Muhamad et al., 2019). Teori atribusi berkaitan dengan 
kesadaran WP. Kesadaran WP yang tinggi dapat membuat pertimbangan dalam 

mengambil keputusan tentang perilaku memenuhi kewajiban pajak. Sanksi 
perpajakan berkaitan dengan teori atribusi yang masuk ke dalam faktor eksternal 
dimana sanksi yang ditegakkan pemerintah dapat mendorong perilaku WP untuk 
memenuhi kewajibannya. Jika sanksi yang ditegakkan berat maka WP akan patuh 
dan membayar pajak secara tepat waktu (Muhamad et al., 2019). Kualitas pelayanan 
pajak terkait dengan teori atribusi bahwa perilaku WP dalam melaporkan SPT secara 
tepat waktu dapat meningkatkan kepatuhan. Semakin baik kualitas pelayanan yang 
didapatkan semakin besar peningkatan kepatuhan WP (Faidani et al., 2023).  

Sanksi perpajakan akan dinilai untuk mengambil keputusan dan keadilan apabila 
seorang wajib pajak melanggar kewajibannya. Demikian pula dengan kualitas 
pelayanan pajak, kualitas pelayanan pajak sekarang menggunakan sistem online 
melalui website djp yang dapat mempermudah WP untuk mengakses dan 
melaporkan kewajiban perpajakan. Melaporkan SPT menggunakan sistem online 
WP dapat melaporkan kewajibannya dengan tepat waktu.  

Sanksi perpajakan ialah sebuah sanksi yang dapat mendorong perilaku WP untuk 

mematuhi kewajiban pajak (Nafiah et al., 2021). Sanksi perpajakan di Indonesia 
dibedakan antara bentuk sanksi administrasi dan sanksi pidana yaitu sebuah tekanan 
secara tidak langsung dari pemerintah kepada WP. WP mendapat tekanan, apabila 
wajib pajak tidak mematuhi dan menaati kewajibannya. Sanksi perpajakan 
ditegakkan kepada WP yang tidak menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) 
dengan tepat waktu (Hendrianto et al., 2022). 

Sanksi perpajakan termasuk kedalam faktor eksternal sesuai teori atribusi,  
dimana sanksi perpajakan dibuat untuk menegakkan peraturan, apabila seorang WP 
melanggar kewajibannya. Sanksi perpajakan ialah salah satu cara pemerintah untuk 
menegakkan sanksi kepada WP untuk meningkatkan kedisiplinan dalam 
membayarkan pajak dan melaporkan SPT. Tujuan dalam memberikan sanksi bagi 
WP yang melanggar yaitu untuk memberikan sanksi kepada pelanggar supaya 
menaati peraturan pajak, serta patuh dan taat dalam membayar pajak sehingga WP 
dapat meningkatkan kepatuhannya terhadap kewajiban perpajakan (Setiadi & 
Wulandari, 2023). Menurut penelitian  Suryani & Rahmah (2020), Rianty & 

Syahputepa (2020), dan Yoga & Dewi (2022) sanksi perpajakan mempengaruhi 
kepatuhan WP. Dengan diterapkannya sanksi WP akan memenuhi dan menaati 
semua kewajiban yang telah di tentukan. Hipotesis yang dapat dibangun yaitu: H1: 
Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT WP orang 
pribadi.  

Kesadaran WP merupakan kesadaran dalam diri sendiri tanpa paksaan orang lain 
untuk memenuhi kewajiban perpajakan (Atarwaman, 2020). Kesadaran WP adalah 
perilaku yang tumbuh dari seorang WP atas kewajibannya dalam menaati peraturan 
pemerintah. Kesadaran WP mulai meningkat, sehingga keinginan membayar pajak 
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menjadi membaik. WP yang sadar dalam pentingnya membayar kewajiban pajak 
dapat melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu, taat, serta sukarela (Umam 
& Arifianto, 2023). 

Kesadaran WP merupakan faktor internal dari teori atribusi.  Kesadaran WP 
mencerminkan perilaku seorang WP dalam melaksanakan dan menaati kewajiban 
pajak tanpa paksaan dari orang lain. Membayar pajak secara tertib  merupakan sikap 
moral yang dapat berkontribusi terhadap pembangunan negara dan kepatuhan 
terhadap peraturan yang ditetapkan pemerintah. Menurut peneliti Ramadhanty & 
Zulaikha (2020) dan Sayang & Lubis (2020) membuktikan tentang kesadaran WP 
berpengaruh terhadap kepatuhan WP. Hipotesis yang dibangun yaitu: H2: 
Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT WP orang 
pribadi.  

Kualitas pelayanan pajak yaitu persepsi WP atas pelayanan pajak terkait dengan 
sikap dan inisiatif pelayanan pajak (Nafiah et al., 2021). Dengan menciptakan 
tindakan yang baik memberikan segi positif kepada WP. Kualitas dalam pembayaran 
pajak dapat meningkatkan pelayanan yang berkualitas dan memberikan hasil yang 

maksimal. Pelayanan dalam membayar pajak sekarang bisa secara online yang dapat 
mempermudah WP dalam melaporkan kewajiban pajak. Didalam website pajak juga 
terdapat panduan untuk melaporkan SPT. 

Kualitas pelayanan pajak termasuk kedalam faktor eksternal pada teori atribusi 
yang dapat diberikan pemerintah melalui pelayanan website pajak. Kualitas 
pelayanan pajak yang diberikan pemerintah melalui website pajak, dapat diakses 
dengan mudah kepada WP dan terdapat cara untuk membayar pajak serta terdapat 
saluran pengaduan pelayanan. WP yang memiliki pemikiran positif atas pelayanan 
pajak yang disediakan pemerintah dapat memberikan dorongan  WP untuk 
mematuhi kewajibannya dalam melaksanakan pembayaran pajak (Putri & Septriana, 
2020). Pelayanan yang berkualitas dapat mendorong kepatuhan WP secara optimal 
dalam membayar pajak.  

Hasil penelitian Nafiah et al., (2021) dan Sayang & Lubis (2020) membuktikan 
kualitas pelayanan pajak mempengaruhi kepatuhan WP. Untuk pelaksanaan 
pembayaran pajak para petugas dapat memberikan pelayanan yang berkompeten, 

baik, serta cepat. Peningkatan dalam pelayanan menimbulkan WP menaati dan 
mematuhi dalam segala urusan pembayaran pajak. Sesuai yang telah di uraikan 
diatas, membentuk hipotesis adalah: H3: Kualitas pelayanan pajak berpengaruh 
terhadap kepatuhan pelaporan SPT WP orang pribadi.  

Dari penjelasan diatas, dapat disusun kerangka penelitian sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 1. Kerangka Penelitian 

 

METODE PENELITIAN 
Terdapat tiga variabel idependen dan satu variabel dependen dalam penelitian. 

Variabel idependen terdiri dari sanksi perpajakan, kesadaran WP dan kualitas 
pelayanan pajak, sedangkan variabel dependen yaitu kepatuhan WP orang pribadi. 
Pada penelitian ini megukur variabel menggunakan indikator-indikator dengan skala 
likert dengan point 1-5. Populasi penelitian ini yaitu pada karyawan Bank BTN 
Syariah KCS Semarang sebanyak 126 orang yaitu terdiri dari 86 KCS Semarang, dan 
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KCPS Kudus, Majapahit, Ungaran, Ngaliyan, serta Kendal. Masing – masing KCPS 
terdiri dari 2 Teller, 2 Customer Service, 1 Financing Service, 1 Sub Branch Head, 1 

Satpam, 1 Driver. Sampel yang diambil menggunakan metode survey dengan teknik 

sampel jenuh sebanyak 126 orang yang artinya semua anggota populasi dijadikan 
sebagai sampel (Hardani et al., 2020). 

Teknik mengumpulkan data menggunakan media cetak berupa kuesioner yang 
disebarkan kepada semua karyawan Bank BTN Syariah KCS Semarang. Data 
kuesioner tersebut dikumpulkan sendiri oleh peneliti yang didapatkan langsung dari 
responden dengan bantuan bagian SDM di masing-masing KCPS. Data yang diolah 
berasal dari jawaban yang diberikan oleh para responden.  Media penelitian ini 
menggunakan aplikasi berbasis SPSS. Analisis data dapat diuji menggunakan uji 
statistik deskriptif, uji validitas, uji reabilitas, uji asumsi klasik, uji analisis regresi 
linier berganda, uji model serta uji hipotesis.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Responden yang digunakan ialah pada karyawan Bank BTN Syariah KCS 

Semarang yang terdapat 126 responden. Karakteristik responden terdapat pada tabel 
dibawah ini:  

Tabel.2 Karakteristik Responden 
Karakteristik  Responden Jumlah Persentase 

Jenis Kelamin Laki – Laki 65 52% 

 Perempuan  61 48% 

 SMA 6 5% 

Pendidikan D3 22 17% 

 D4 23 18% 

 S1 75 60% 

 20 – 30 tahun 58 46% 

Umur 31 – 40 tahun  51 41% 

 41 – 50 tahun  14 11% 

 51 – 60 tahun  3 2% 

Pelaporan SPT Tepat Waktu Ya 126 100% 

 Tidak 0 0% 

Cara Penyerahan Laporan SPT Online 126 100% 

 Offline 0 0% 

Sumber: diolah SPSS 25 
Berdasarkan pengelolaan data penelitian yang akan diuji melalui aplikasi SPSS 

antara lain: 

Tabel.3 Uji Statistik Deskriptif 
 N Min. Max. Mean Std. Deviation 

Sanksi Perpajakan 126 6.00 15.00 4,42063 1.61581 

Kesadaran Wp 126 6.00 15.00 4,4709 1.64083 

Kualitas Pelayanan Pajak 126 14.00 25.00 4,49366 2.19340 

Kepatuhan WP  126 14.00 20.00 4,54562 1.58190 

Valid N (listwise) 126     

Sumber: diolah SPSS 25 
Hasil uji statistik deskriptif pada tabel diatas terdapat variabel indenpenden 

dan dependen dengan distribusi data relatif stabil karena nilai Mean > Standar 

Deviation. Selanjutnya uji validitas dan reliabilitas sebagai berikut:  
Tabel.4 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

Uji Validitas Hasil sig Keterangan 

X1.1                    Total_X1 Sig. 0,000 Valid 

X2.1                Total_X2 Sig. 0,000 Valid 

X3.1                Total_X3 Sig. 0,000 Valid 

Y.1                      Total_ Y Sig. 0,000 Valid 

   

   

Determinant of 
Taxpayers 

Compliance 
 

 
 
 
 
 
 
 

______525 



Uji Reliabilitas Hasil Cronbach’s Alpha Keterangan 

X1.1                 X1.3 Nilai Cronbach’ Alpha  0,703 > 0,7 Reliabel 

X2.1                 X2.3 Nilai Cronbach’ Alpha  0,713 > 0,7 Reliabel 

X3.1                 X3.5 Nilai Cronbach’ Alpha  0,701 > 0,7 Reliabel 

Y.1             Y.4 Nilai Cronbach’ Alpha  0,725 > 0,7 Reliabel 

Sumber: diolah SPSS 25 
Tabel diatas menunjukkan bahwa hasil uji validitas terbukti valid dan terdapat 

juga uji reabilitas dalam hasil pengelolaan membuktikan bahwa data tersebut terbukti 
reliabel. Uji asumsi klasik yang telah diuji terdapat tabel.5 sebagai berikut: 

Tabel.5 Uji Asumsi Klasik 
Asumsi Kriteria Hasil Keterangan 

Normalitas  Nilai Zkewness dan 
Nilai Zkurtosis < 1,96 

Nilai Zkewness – 1,986 < 1,96  
Nilai Zkurtosis – 1,720 < 1,96 

Terbebas  

Multikolinearitas  Nilai VIF < 10 , Nilai 
Tolerance > 0,01 

X1: Tol 0,940 > 0,01 VIF  1,064 < 10 
X2: Tol 0,992 > 0,01 VIF 1,008 < 10  
X3: Tol 0,933 > 0,01 VIF 1,072 < 10  

Terbebas 
Terbebas 
Terbebas 

Heteroskedastisitas Nilai Sig > 0,05  Sanksi perpajakan nilai sig 0,657 > 0,05  
Kesadaran WP nilai sig 0,191 > 0,05  

Kualitas Pelayanan Pajak nilai sig 0,428>0,05  

Terbebas 
Terbebas  

Terbebas  
Autokorelasi  Du < DW < 4 - Du 1,7582 < 2,218 < 2,2418 Terbebas 

Sumber: diolah SPSS 25 
Hasil tabel.5 membuktikan bahwa hasilnya telah terbebas dari uji asumsi klasik, 
sehingga dapat dilanjut dengan uji selanjutnya.  

Tabel.6 Uji Regresi Linier Berganda 
Model Unstandardized B Coefficients Std.Error 

1 (Constant) 4,033 0,509 

 Sanksi Perpajakan 0,183 0,065 

 Kesadaran WP  0,108 0,062 

 Kualitas Pelayanan Pajak -0,173 0,080 

Sumber: diolah SPSS 25  
Y= a + bX1 + bX2 + bX3 
Y= 4,033 + 0,183 X1 + 0,108 X2 – 0,173 X3 
Dimana:  a: Konstanta         b: Koefisien regresi  X1, X2, X3: Variabel independent 

Tabel.7 Uji Model dan Uji Hipotesis  
Uji Model  Hasil  Kesimpulan  

Anova  Sig. 0,005 Nilai sig. 0,005 < 0,05 

sehingga layak untuk 

diuji selanjutnya.  

Adjusted R Square 0,079 Variabel X dapat 

mempengaruhi variabel 

sebesar 7,9 % dan 

sisanya 92,1 % dapat 

dijelaskan dari faktor 

lain. 

Uji Hipotesis  Sig Kesimpulan  

Sanksi Perpajakan              Kepatuhan WP 

Kesadaran WP              Kepatuhan WP 

Kualitas Pelayanan Pajak            Kepatuhan WP 

0,006 

0,085 

0,032 

H1: berpengaruh 

H2: tidak berpengaruh 

H3: berpengaruh 

 

Sumber: diolah SPSS 25 
Pada tabel diatas terdapat uji model yang dapat dilihat pada Anova serta terdapat 

uji hipotesis yang menunjukkan sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan pajak 
berpengaruh terhadap kepatuhan WP, namun kesadaran WP tidak berpengaruh 
terhadap kepatuhan WP.  

Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT WP  
Hasil pengelolaan data yang diuji dapat simpulkan bahwa sanksi perpajakan 

berpengaruh terhadap kepatuhan WP. Dilihat nilai sig bahwa nilainya 0,006 < 0,05 
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yang artinya sanski perpajakan diterima terhadap kepatuhan WP. Data 
menunjukkan bahwa nilai Mean 4,42063 yang membuktikan bahwa rata-rata WP 

memilih point 4 (setuju) berarti responden merasa bahwa untuk meningkatkan 
kedisiplinan memang setuju adanya sanksi. Persentase untuk point 4 (Setuju) 34% 
dan point 5 (sangat setuju) 28 %. Perilaku setuju dan sangat setuju hal ini 
mengindikasikan bahwa pemahaman WP dengan adanya sanksi perpajakan sudah 
bagus, kesadaran itu yang mendorong mereka berusaha untuk mematuhi laporan 
SPT. Dengan adanya pemahaman sanksi pajak WP berusaha untuk mengindari 
sanksi sehingga WP patuh.  Sanksi perpajakan ialah sanksi yang diberikan kepada 
WP yang telah melanggar aturan yang ditetapkan oleh pihak berwenang (Sunaryon 
N.Tuah, 2023). Dalam teori atribusi telah menjelaskan bahwa sanksi perpajakan 
masuk ke dalam faktor eksternal. Sanksi perpajakan dibuat untuk menegakkan WP 
yang melanggar kewajibannya. Ketegasan memberikan sanksi kepada WP sangat 
diperlukan supaya kesadaran WP dapat meningkat dalam membayar kewajibannya. 
Terbukti sesuai dengan penelitian Ramadhanty & Zulaikha (2020) dan Suryani & 
Rahmah (2020).  

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT WP 
Pengelolaan data yang telah diuji menunjukkan bahwa kesadaran WP tidak 

berpengaruh terhadap kepatuhan WP. Hasil uji menunjukkan nilai sig.  0,85 > 0,05 
yang artinya kesadaran WP ditolak terhadap kepatuhan WP. Data menunjukkan 
bahwa nilai Mean sebesar 4,49366 yang membuktikan bahwa rata-rata WP memilih 

point 4 (setuju) kesadaran WP yang sudah bagus, namun bahwa kesadaran WP 
belum memberikan tindakan dalam membayar kewajibannya dan melaporkan SPT 
secara tepat waktu. Kesadaran WP ialah kesadaran yang berasal dari WP untuk 
memenuhi kewajibannya tanpa paksaan dari orang lain (Atarwaman, 2020). Hal ini 
berkaitan dengan teori atribusi yang dimana WP mempunyai kesadaran yang cukup 
bagus tanpa paksaan dari orang lain, namun kesadaran WP belum memberikan 
tindakan dan perilaku dalam mematuhi kewajibannya. Terbukti sejalan dengan 
Noviyanti & Febrianti (2021) bahwa kesadaran WP tidak berpengaruh terhadap 
kepatuhan WP.  

Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT WP 

Penelitian ini membuktikan kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap 
kepatuhan WP. Hasil yang telah diuji menunjukkan nilai sig. 0,032 < 0,05 artinya 
hasil kualitas pelayanan pajak diterima terhadap kepatuhan WP. Nilai Mean 4,49366 

yang membuktikan bahwa rata-rata WP memilih point 4 (setuju) berarti responden 
merasa bahwa pelayanan melalui website djp sangat mempermudah untuk pelaporan 
SPT. Persentase untuk point 4 (Setuju) 76 % dan point 5 (sangat setuju) 21 %. 
Perilaku setuju dan sangat setuju hal ini menunjukkan layanan online dapat 
meningkatkan kepatuhan WP dalam melaporkan SPT. Kualitas pelayanan pajak 
merupakan pelayanan yang berkualitas yang dapat meningkatkan WP dalam 
memenuhi kewajibannya (Afriani & Budiasih, 2020). Apabila kualitas pelayanan 
pajak semakin baik maka WP akan merasa puas dan senang, sehingga WP akan 
memenuhi dalam membayar kewajibannya. Menurut teori atribusi kualitas 
pelayanan pajak masuk kedalam faktor eksternal. Dimana kualitas pelayanan pajak 
yang diberikan secara online dapat mempermudah WP dalam melaporkan SPT, 
sehingga WP dapat melaporkan SPT secara tepat waktu. Hasil penelitian Nafiah et 
al., (2021) dan Suryani & Rahmah (2020) kualitas pelayanan pajak berpengaruh 
terhadap kepatuhan WP.  

 

PENUTUP 
Tujuan dari penelitian ialah untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan, 

kesadaran WP, dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan pelaporan SPT 
WP orang pribadi pada karyawan Bank BTN Syariah KCS Semarang. Berdasarkan 
penelitian dan analisis yang telah dilakukan bahwa sanksi perpajakan dan kualitas 
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pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan WP, namun kesadaran WP tidak 
berpengaruh terhadap kepatuhan WP. Penelitian ini memiliki kelemahan terkait 
dengan metode kuesioner pada skala likert 1-5, namun dalam penelitian point 3 
(netral) di hidden. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengatasi kekurangan 

penelitian ini dan dapat menambah variabel lain guna meningkatkan kontribusi 
penelitian.  
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